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PUTUSAN
Nomor 453/Pdt.G/2024/MS.Idi

2 A ]
g O Pa)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1103070107060007, tempat dan tanggal lahir di Bireun, 31
Desember 1975, agama Islam, pekerjaan XxXxxX,
pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN
ACEH, SEUMATANG MUDA ITAM, PEUREULAK, ,
sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Seumatang Aron, 28 Desember 1975,
agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXX, XXXXXKK XXXXXXXX XXXXXKK, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXX  Timur,  XXXXXXXX
XXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten xxxx Timur, XxxX,
sebagai Termohon;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30

September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada

tanggal 11 November 2024 dengan register perkara  Nomor

453/Pdt.G/2024/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 14 September 2017 Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX Timur,
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sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 146/17/IX/2017, tertanggal 14
September 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah
Milik Bersama, sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Pemohon diatas
XXRKX XXXXKK XXXXX XXXXX,  XXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXX,  XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan
Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da
dhukul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
rukun dan harmonis namun Awal tahun 2024 keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan
yang disebabkan secara terus menerus;

5. Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohan dan Termohon
sering terjadi Perselisihan dan Percekcokan;

6. Bahwa Termohon tidak menerima Pemohon karena Pemohon
tidak bisa memberikan nafkah batin dan Termohon tidak mau lagi berumah
tangga dengan Pemohon;

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon tersebut terjadi pada Tanggal 02 Februari 2024 Termohon
mengusir Pemohon dari Rumah, yang berakibat saat ini pemohon dan
Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan selama 8
bulan antara Pemohon dan Termohon tanpa ada nafkah batin;

8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi bersabar
dengan tingkah laku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai
suaminya dan dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan
permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
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9. Bahwa Pemohon adalah seorang yang miskin dan tidak mampu
membayar biaya perkara sesuai dengan surat keterangan miskin terlampir
oleh karenanya biaya perkara di bebankan kepada Negara sesuai dengan
surat izin ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1244/KMS.W1-
A14/HK?2.6/1X/2024 tanggal 30 September 2024;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut
diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim
yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk

menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Mahkamah Syar'iyah Idi;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara DIPA Mahkamah Syar'iyah
2024;
SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya
Atau apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);
Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara
secara cuma-cuma, Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi telah membuat penetapan
Nomor 1244/KMS.W1-A14/HK2.6/1X/2024 tanggal 30 September 2024 dengan

amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas
biaya (Prodeo);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh
suatu halangan yang sah;
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Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali
dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak hadir di
persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat
dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang
tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon
yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, Termohon tidak dapat
didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103070107060007 a.n
Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxx Timur tanggal 17 Februari 2020. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf
Hakim, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX
Timur Provinsi xxxx, Nomor 146/17/1X/2017 Tanggal 14 September 2027.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan
paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;

B. Saksi:
1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan xxx xxXxxX Xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH
TIMUR. Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah adik sepupu Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang
menikah pada September 2017, namun dari perkawinan tersebut
sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak awal tahun 2023, mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
karena Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama
dan Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak mampu menafkahi
Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon
dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2024 lalu atau telah
berlangsung selama 9 bulan lamanya,;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat kampung setempat telah
berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
karena Termohon tidak bersedia untuk didamaikan;
2. Siti Rahmah binti M. Yusuf, umur 37 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan xxxxx XXXXxxxX, bertempat tinggal di KAB.
ACEH TIMUR. Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
tetangga Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang
menikah pada September 2017, namun dari perkawinan tersebut
sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak awal tahun 2023, mulai sering terjadi
perselisinan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
karena Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama
dan Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak mampu menafkahi
Termohon;
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- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon
dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2024 lalu atau telah
berlangsung selama 9 bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga dan aparat kampung setempat telah
berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
karena Termohon tidak bersedia untuk didamaikan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal yang akan

ditambahkan lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa Termohon tidak ternyata menghadap ke persidangan untuk
mengajukan bukti-bukti, ketidakhadiran mana tidak didasarkan pada alasan
yang sah. Bahwa dengan demikian, Mahkamah berpendapat Termohon
telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti sehingga
persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan dengan
mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk
kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak
terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk
memeriksa perkara a quo, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah menghadap ke
persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke
persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, maka patut diduga Termohon telah dengan sengaja
tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau tidak membantah dalil-dalil

permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum,
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sehingga Mahkamah berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara
a quo tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.
Kewenangan Mengadili (absolute competency)

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh
Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan
fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/17/IX/2017, tanggal 14 September
2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXxX Timur Provinsi xxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49
jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah secara absolut
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang
menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa
berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh
suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin
Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat
Pemohon memiliki legal standing atau rechtsbevoegheid (kewenangan dan
kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian a quo
(legitima persona standi in judicio).

Upaya Mendamaikan dan Mediasi
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Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya
perdamaian dan mediasi, karena Termohon tidak pernah menghadap ke
persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat
(1) Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini
pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon
dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2024 Pemohon dengan Termohon tidak
harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena Termohon menyatakan Pemohon tidak bisa memberikan nafkah batin
kepada Termohon dan Termohon mengusir Pemohon dari rumah bersama yang
akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak
sejak 2 Februari 2024 atau sudah lebih kurang 9 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon
tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon
beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan
bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan
tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena
menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan
pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau
orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang
diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan 2 (dua)
orang saksi seperti diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk a.n Pemohon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini
bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Idi dan Termohon
sebagai istri Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon serta dikuatkan oleh
keterangan dua orang saksi Pemohon bahwa saat ini berdomisili di wilayah
XXXXXXXXX XxxX Timur, sehingga perkara ini adalah wewenang Mahkamah
Syar’iyah Idi, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah oleh karena bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan
sempurna, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni
fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Pemohon, maka
terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat oleh perkawinan yang
sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga telah
mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh
karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka
persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi
tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-
sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon
yang sudah tidak harmonis bahkan sudah berpisah tempat tinggal, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg kesaksian
tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan kesaksian 2 (dua)
orang saksi serta keterangan Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian
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dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim telah

memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak awal tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon
menyatakan Pemohon tidak bisa memberikan nafkah batin kepada
Termohon dan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah bersama,;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sejak
2 Februari 2024 atau sudah lebih kurang 9 bulan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak
berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, bahwa suatu permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak
melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: “Suami istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan
secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut
dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Pemohon
dan Termohon juga telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak sejak 2
Februari 2024 atau sudah lebih kurang 9 bulan hingga sekarang sehingga
sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri,
pihak keluarga dan aparat kampung setempat serta mahkamahpun juga sudah
berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon,
namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang
diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf
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f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf
f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan
tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai,
sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan
Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan dan permohonan tidak melawan hak atau bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan
Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena
permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan
berdasarkan Penetapan Nomor 1244/KMS.W1-A14/HK2.6/1X/2024 tanggal 30
September 2024, dan pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2024 tersedia
biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui
DIPA Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2024;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang
berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
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3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang
Mahkamah Syar'iyah Idi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum
yang tetap;
4, Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga ratus
lima puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah
Idi Tahun Anggaran 2024;
Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari
Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01
Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Zikri, S.H.l., M.H., sebagai Hakim
Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Munawwar, S.H.l., M.H.
sebagai Panitera, dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.
Hakim,
dto
Zikri, S.H.l., M.H.

Panitera,
dto.
Munawwar, S.H.l., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran 'Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 70.000,00
- Panggilan :Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan :Rp 30.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah 'Rp 350.000,00

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
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